BABV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem
administrasi digital pada bidang kepegawaian dan keuangan di Kecamatan
Margomulyo telah meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas
pelayanan administrasi dibandingkan sistem manual. Namun, sistem
tersebut belum mampu mewujudkan sinkronisasi administrasi kepegawaian
dan administrasi keuangan secara optimal karena belum terdapat integrasi
antar aplikasi, masih adanya proses administrasi manual, serta faktor
kedisiplinan pengguna dalam memperbarui data. Oleh karena itu,
pengembangan integrasi sistem informasi antar aplikasi menjadi kebutuhan
utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi digital di

Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

Efektivitas penerapan sistem administrasi digital di Kecamatan
Margomulyo telah berjalan dengan baik. Penggunaan aplikasi SIMANTAP,
SIMGAIJI, SIPD, MyASN, dan e-Kinerja mampu mempercepat proses
administrasi, memudahkan pencarian dokumen kepegawaian, serta
mengurangi penggunaan arsip fisik. Namun demikian, efektivitas
sinkronisasi administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan belum
optimal karena perubahan data pegawai masih harus disampaikan secara

manual kepada bendahara untuk diperbarui pada aplikasi penggajian.
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Efisiensi administrasi mengalami peningkatan dibandingkan
sistem manual karena waktu penyelesaian pekerjaan menjadi lebih singkat
dan penggunaan dokumen fisik berkurang. Akan tetapi, efisiensi belum
sepenuhnya tercapai karena belum adanya integrasi antar aplikasi sehingga
masih terjadi penginputan data secara berulang (double entry) pada

SIMANTAP, SIMGAII, dan SIPD.

Kecukupan sistem administrasi digital telah mampu mendukung
pelaksanaan administrasi kepegawaian maupun administrasi keuangan
sesuai fungsi masing-masing aplikasi. Namun, sistem belum sepenuhnya
memenuhi kebutuhan organisasi dalam mewujudkan sinkronisasi data
secara otomatis antarbidang karena setiap aplikasi masih berjalan secara

mandiri (stand alone).

Pemerataan manfaat digitalisasi telah dirasakan oleh seluruh
pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pembagian
hak akses aplikasi dilakukan berdasarkan fungsi jabatan sehingga keamanan
data tetap terjaga. Selain itu, pelayanan administrasi diberikan kepada
seluruh pegawai tanpa membedakan status kepegawaian, baik PNS maupun

PPPK.

Responsivitas organisasi dalam menghadapi kendala administrasi
digital telah berjalan dengan baik. Gangguan jaringan internet maupun
aplikasi dapat diatasi melalui koordinasi antar pegawai, penggunaan
jaringan alternatif, serta pembagian tugas antara operator dan Kasubag

Umum dan Kepegawaian. Namun demikian, respons sistem terhadap
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perubahan data pegawai masih bergantung pada proses penyampaian

informasi secara manual.

Ketepatan administrasi digital telah meningkat dibandingkan
sistem manual, khususnya pada proses kenaikan gaji berkala yang dapat
diselesaikan sebelum Terhitung Mulai Tanggal (TMT). Sebaliknya,
penyesuaian gaji akibat kenaikan pangkat maupun perubahan data keluarga
belum selalu tepat waktu karena dipengaruhi oleh waktu penerbitan Surat
Keputusan, prosedur administrasi, belum terintegrasinya aplikasi, serta

keterlambatan penyampaian informasi oleh pegawai.

Berdasarkan keenam indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa
penerapan sistem administrasi digital di Kecamatan Margomulyo telah
berjalan cukup baik dan memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas
pelayanan administrasi kepegawaian dan keuangan. Namun, tujuan
digitalisasi untuk mewujudkan sinkronisasi administrasi kepegawaian dan
administrasi keuangan secara otomatis belum sepenuhnya tercapai karena
belum terdapat integrasi antar aplikasi yang digunakan serta masih adanya

proses administrasi manual dalam pelaksanaannya

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan
beberapa saran sebagai berikut.
1. Bagi Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro
Perlu meningkatkan koordinasi antara bagian kepegawaian dan
bagian keuangan dalam setiap perubahan data pegawai agar penyesuaian
hak keuangan dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, perlu dibuat

mekanisme pengingat (reminder) atau daftar monitoring terhadap
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pegawai yang akan mengalami kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,
maupun perubahan data keluarga sehingga keterlambatan pembaruan
data dapat diminimalkan.
. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui perangkat daerah
yang berwenang diharapkan dapat mengembangkan integrasi antara
aplikasi SIMANTAP, SIMGAIJI, SIPD, dan MyASN schingga
perubahan data kepegawaian dapat diperbarui secara otomatis pada
sistem administrasi keuangan. Integrasi tersebut diharapkan mampu
mengurangi pekerjaan berulang, meningkatkan efisiensi, serta
mempercepat sinkronisasi administrasi kepegawaian dan administrasi
keuangan.
. Bagi Pegawai

Pegawai diharapkan lebih proaktif dalam melaporkan setiap
perubahan data kepegawaian, seperti perubahan status perkawinan,
penambahan anggota keluarga, maupun perubahan data pribadi lainnya
kepada operator kepegawaian. Ketepatan penyampaian informasi akan
mendukung akurasi data administrasi serta ketepatan pembayaran hak
keuangan pegawai.
. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian
mengenai integrasi sistem administrasi pemerintahan berbasis digital
dengan melibatkan lebih banyak organisasi perangkat daerah atau
membandingkan implementasi sistem administrasi digital pada instansi
pemerintah lainnya. Dengan demikian, hasil penelitian dapat
memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pengembangan sistem

pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah daerah
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